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ABSTRACT


NUGRAHA D. A. TANGAHU. H1116137.  LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE: A CASE STUDY AT GORONTALO SUB-REGIONAL POLICE

This writing aims to find out: 1) legal protection for child victims of sexual violence in Gorontalo Regency, and 2) efforts done by GorontaloSub-Regional Police in minimizing the occurrence of sexual violence against children.  This writing uses the empirical legal research method conducted by collecting data through direct observation in the field.  This writing shows that: 1) In protecting children, especially in sexual violence criminal acts, the Women and Children Protection Unitof Gorontalo Sub-Regional Police refers to two forms, namely (1) providing consultation and assistance to victims and (2) providing protection and assistance in every judicial process as mandated in Law Number 23 of 2002, which has been amended by Law Number 35 of 2014 that every child who is a victim or perpetrator of a criminal act is entitled to legal aid and other assistance. 2) Crime prevention efforts, especially sexual violence against children in Gorontalo Regency, are preventive and repressive efforts.  Based on the analysis, it is recommended that: (1) The Women and Children Protection Unit of Gorontalo Sub-Regional Police is expected to maintain its performance so that child victims of sexual violence get effective protection and to further increase socialization to the community and law enforcement officials regarding cases of sexual violence against children, and (2) Counseling or socialization provided by law enforcers should be carried out regularly and right on target to achieve the expected results, provide services to the community by further improving order and security so that no crime occurs in society.

Keywords: legal protection, sexual violence, child victims
















ABSTRAK


NUGRAHA D. A. TANGAHU. H1116137.  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS POLRES GORONTALO

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupten Gorontalo, dan 2) upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo dalam meminimalisasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.  Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui pengamatan langsung di lapangan.Penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual, Unit PPA Polres Gorontalo mengacu pada dua bentuk yaitu (1) memberikan konsultasi dan pendampingan terhadap korban dan (2)pemberian perlindungan dan pendampingan  pada setiap proses peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.2) Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontaloadalah upaya preventif dan upaya represif.  Berdasarkan analisis itu direkomendasikan bahwa: (1) Unit PPA Polres Gorontalo diharapkan tetap mempertahankan kinerjanya agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat perlindungan yang efektif dan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus kekerasan seksual pada anak, dan (2) Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

Kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan seksual, korban anak
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BAB 1
PENDAHULUAN
0. Latar Belakang Masalah
Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat. Sehingganya anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya.Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[footnoteRef:1] [1: UUD Negara  Republik Indonesi Tahun 19945] 

Perlindungan hukum terhadap anak haruslah berbeda dengan orang dewasa, ini semata-mata bahwa anak yang belum dewasa dan matang memiliki fisik dan mental yang lemah sehingga seringkali anak menjadi korban tindak pidana.Peraturan perundang-undangan tentang anak seyogyanya dapat memberi jaminan perlindungan terhadap anak, baik anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
Lahirnya berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dapat kita jumpai misalnya dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, UU No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak  serta UU No. 23 tahun 2002 sebgaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi ank dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sebagimana harkat dan martabat manusia serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain ketentuan diatas terbitnya UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta PP Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.
Dikeluarkannya  instruksi Presiden (Inpres) No.5 tahun 2014 tentang gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak yang ditandatangani pada 11 juni 2014. Dimana dalam Intruksi Presiden itu memerintahkan kepada Mentri, Kapolri, Jaksa Agung, Para Kepala lembaga pemerintah non kementrian, gubernur, walikota/bupati untuk mengambil langka-langkah yang dibutuhkan tufoksi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan tindakn preventif dan penanggulangan kekerasan seksual bagi anak melalui Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA) yang melibatkan seluruh elemen masyrakat dan dunia usaha/bisnis.
Kementrian Pendidikan juga di instruksikan untuk meningkatkan kualitas pemebelajaran dibidang agama, ahlak pada kurikulum pendidikan, hak dan kewajiban anak, pemeberdayaan anak serta kesehatan reproduksi. Perlindungan anak pada sektor pendidikan dari kekerasan seksual juga menjadi instruksi presiden misalnya kekerasan dari pendidik dan tenaga kependidikan ataupun pihak lain pada lingkup sekolah, serta memeberikan sanksi yang berat bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang abai dalam mnejalnakan tugas-tugasnya sehingga terjadi kekerasan seksual terhadap anak. 
Definisi kekerasan sendiri menurut Wikipedia adalah suatu ungkapan yang dilakukan dengan fisik atau verbal yang mencerminakan pada tindakn agresii dan pnyerangan pada kebebasan atau martabat pada individu atau kelompkok.[footnoteRef:2]Sementara pandangan Barker memberikan definisi bahwa child abuse merupakan suatu perbuatan yang melukai secar berulang baik terhadap psikis maupun fisik anak, hukuman badan yang tak terkendali, hasrat, cemohan permanent, degredasi dan kejahatan seksual.[footnoteRef:3] [2: https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak (diakses tanggal 24 Oktober 2020)]  [3:  Abu Huraerah, 2007, “Child Abuse” Bandung : Nuansah. Hlm 47] 

Sementara kekerasan seskusal sendiri diartikan bahwa suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seskusal baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial. Dalam pandangan mayer, “kekerasan yang dilakukan diantaranya penganiayaan, stimulasi oral pada penis, perkosaan, perkosaan secara paksa, dan stimulasi oral pada klitoris.
Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:
1. Familial Abuse“ yaitu kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah, keluarga inti atau orang tua pengganti atau kekasaih sendiri”.
1. Extrafamilial abuse “yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar lingkup keluarga”[footnoteRef:4] [4: https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55 (diakses 24 oktober 2020)] 

Undang-undnag perlindungan anak sendiri secara tegas mengatur bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sebgaimana di sebutkan dalam pasal 59A Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan :
Perlindungan khusus  bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :[footnoteRef:5] [5:  Pasal 59 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak] 

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
1. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
1. Pemberian bantuan social bagi anak  yang berasal dari keluarga  tidak mampu; dan
1. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Berbagai regulasi yang telah dibuat dalam hal perlindungan terhadap anak namun faktanya di Indonesia kekersan seksual terhadap anak tetap masih tinggi.Berikut calon peneliti paparkan beberapa data kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sebagai berikut :
1. AA (43) melakukan persetubuhan terhadap anak-anak perempuan dibawah umur, celakanya lagi perbuatan pelaku tersebut dilakukan di lakukan di tempat mereka menimba ilmu, dan pelakunya merupakan pemuka Agama. Kejadian ini terjadi di pondok pesantren, di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo.[footnoteRef:6] [6:  https://manado.tribunnews.com (dikases 24 oktober 2020)] 

1. Tahun 2018, kembali trejadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak laki-laki dibawah umur dimana dalam video yang sempat beredar kemasyarakat kekerasan seksual yang terjadi dilakukan dan dibuat oleh enam orang perempuan dewasa dengan satu anak laki-laki dibawah umur.[footnoteRef:7] [7:  Ibid] 

1. Lain halnya dengan IS (40) melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun didusun suka maju, Kel.Kali cinta Kec.Lampung Utara[footnoteRef:8] [8:  ibid] 

Kondisi demikian sungguh sangat memprihatinkan wajah anak Indonesia, ditambah lagi dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  dimana pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual pada anak, tahun 2016 berjumlah 20 kasus dan Tahun 2017 berjumlah 116 kasus. Dan yang paling inronis adalah dari sekian banyak jumlah kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, misalnya ayah tiri atau kandung, temannya, dan keluarha terdekat.
Provinsi Gorontalo sendiri khususnya Kab.Gorontalo, Sejak Januari hingga Desember 2019 terdapat 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Gorontalo. Kanit PPA mengatakan: peningkatan kasus ini di latarbelakangi dengan berbagai macam factor. Lebih lanjut beliau mengungkapkan mayoritas pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti, paman sendiri, tetangga, kerabat hinggay ayah tiri (sambung), bahkan sampai ada ayah kandung, mitifnya pun beragam ada yang karena bujukan, paksaan dan rayuan taua di iming-imingi uang.[footnoteRef:9] [9:  https://sulsel.suara.com/read/2020/07/ 25/133824/kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-gorontalo-meningkat-dua-kali-lipat?page=all (diakses tanggal 25 oktober 2020)] 

Sementara perlindungan hukum terahadap anak korban kekerasan seksual masih belum maksimal misalnya saja dalam hal penanganan yang dinilai lamban, terutama dalam hal pengobatan secara psikis dan social.Sehingga hak-hak perlindungan anak korban kekerasan seksual masih kurang.
Berangkat dari permasalahan diatas sehingga penulis berkesimpulan untuk mengkaji dan meniliti bentuk “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah Umur yang menjadi Korban Kekerasan Seksual”
0. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual?
1. Upaya-upaya apakah yang ditempuh oleh Polres Gorontalo dalam meminimalisasi tindak pidana kekerasan seksual terahadap anak?
0. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual
1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang ditempuh oleh Polres Gorontalo dalam meminimalisasi tindak pidana kekerasan seksual terahadap anak

0. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
1. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.
1. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan penegtahuan bagi para penegak hukum dalam hal memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual termasuk para pemerintah yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.
1. Manfaat Praktis
Dapatkan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk pelaksanna pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dan proses yang menghambat sehingga dapat dimaksimalkan oleh penegak hukum.









BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana
2.1.1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Pembahasan mengenai keberadaan peradilan pidana sebagai suatu system yang terbaik adalah memulai dengan menulis tentang system itu sendiri.dalam pandangan Satjipto Raharjo memberikan suatu pemahaman bahwa system merupakan suatu kesatuan yang sifatnya kompleks yang terdiri atas sub-sub sistem antara system yang satu dengan lainnya saling berkaitan.[footnoteRef:10] [10: Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya, Hlaman:48] 

Berkaitan dengan system Buckley mengemukakan pandangannya bahwa :
1. A system in general can be described as a complex element or component connected either directly or indirectly to the network every now and then, each component being associated at least with the others in a more or less stable manner over time.

1. The particular type of component of the more or less stable relationship that has been created over time is the structure of a particular system at that time, in order to achieve a unity with a certain degree of continuity and scope.[footnoteRef:11] [11:  Syukrie Akuub dan Baharuddiin Badaru, 2012,Wawasan Due Proces Oflaw” dalam system peradlan pidan, Jogyakarta : Rangkaang Educationi. Halaman: 56
] 


Lain halnya dengan Zahara Idris yang dalam pandangannya menyatakan bahwa system merupakan:
“	Suatu kesatuanyang mana terdiriatas beberapa elemen-elemen/unsur-unsur atau komponen sebgai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak acak dan saling membantu dalam mencapai suatu hal atau produk.”[footnoteRef:12] [12:  Ibid, Halaman 58] 

Untuk itu dapatlah disimpulkan bahwa system adalah unit dari bebagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain dengan orientasi yang sama dan berinterkasi secara structural satu sama lain. Jika komponen satu tidak berfungsi, maka system tidak akan berjalan dengan baik sehingga orientasi tujuannya tidak tercapai.
Criminal justice science sebagai kata yang baru diperkenalkan dalam Hukum Pidana formil, istilah itu pertama kali diperkenalkan oleh  pakar hukum pidana dan para ahli di Amerika Serikat. Frank Remington Merupakan orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (system approach) dan gagasan mengenani sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama“Criminal Justice System”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President’s Crime Commision[footnoteRef:13]. [13:  Romli Atmaasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Persafektif eksistensialisme dan abolisianisme) Bandung : Bina Cipta halaman:08] 

Definisi dalam Black’s Law Dictionary  :
	The criminal justice system is a collective institution in which perpetrators of criminal acts are tried until prosecution or punishment is passed. This system has three components, namely law enforcement (police), judicial processes (judges, prosecutors and lawyers) and correctional facilities (correctional apparatus and agents of development agencies).[footnoteRef:14] [14:  Tholib Efendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm:10] 


Romly Atmasasmita[footnoteRef:15] mengartikan bahwa sebgai istilah yang mengacu kepada  mekanisme tindakan  untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pendekatan secara sistematis. System peradilan pidana sebagai suatu system meliputi tiga bentuk pendekatan yaitu, regulasi, administrasi dan pendekatan social. [15: Op Cit Romli Atmasasmita.1996. hlm: 16] 

Pendekatan Secara yuridis dengan pertimbangan unsur-unsur penegak hukum misalnya polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara sebagai lembaga dalam hal penerapan undnag-undang pidana saat ini dalam hal system peradilan pidana, termasuk aturan undang-undang itu sendiri.
Pendekatan administratif memandang para aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam artian proses dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, diterjemahkan sebagai proses pengawasan terhadap jalannya proses penegakkan hukum.[footnoteRef:16] [16: Op cit Tholib Efendi. 2013. hlm:143-144] 

Dalam buku Ansorie Sabuan dkk menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana ( two models of the criminal process ) yaitu Due Process Model dan Crime Control Model,  Kedua model di atas dilandasi oleh Adversary Model ( Model perlawanan ) yang berintikan sebagai berikut ;
1. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes atau combating proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
1. Judge as umpire dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran ( fight) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
1. Rules are very strictly. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat
1. Sensational-Cross of examination
1. Fiction of an always elusive truth”.[footnoteRef:17] [17:  Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.] 

Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut bahwa “The Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal ( criminal conduct ), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum ( public order ) dan efisiensi. Di dalam Due Procces Model ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana.Dalam model ini berlakulah yang dinamakan Presumption of Innocence”.[footnoteRef:18] [18: Ibid Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. hlm :06] 

Sebelum KUHAP diberlakukan, sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada statuta HIR.1991 no. 44, sejak 1981, tetapi dengan diperkenalkannya Hukum Acara Pidana, perubahan mendasar telah dilakukan baik secara konseptual maupun dalam implementasi prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.[footnoteRef:19] [19: Lot cit, Tholib Efendi. 2013. hlm:144] 

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diadopsi dari negara Belanda, yang menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.
Andi Hamzah mengatakan:
Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon[footnoteRef:20] [20:  Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm;33] 


Sementara Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa “integrated criminal justice system adalah merupakan system peradilan pidana terpadu yang telah digariskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana antara penegak hukum diletakkan suatu prinsip diferensiasi fungsional dengan keweangan yang berbeda-beda yang diberikan oleh uudang-undang dalam melaksankan tugas dan wewenangnya.”[footnoteRef:21] [21:  M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:89] 

Berikut lembaga-lembaga Negara yang memiliki peran fungsi dan wewenang yang berbeda-beda dalam melaksanakan fungsi nya dalam system peradilan pidana terdir atas :
· Legislatif,
· Kepolisian,
· Kejaksaan,
· Lembaga Peradilan
· Lembaga Pemasyarakatan
Selain yang tercantum dalam KUHAP, hukum yang tidak termasuk dalam KUHAP terkait system peradilanpidana Indonesia meliputi:
1. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakan,
1. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
1. UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat,
1. UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia,
1. UU NO. 22 Tahun 2002 tentang Grasi,
1. UU NO.22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial,
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ketentuan perundang-undangan di atas berlaku untuk sistem peradilan pidana Indonesia, karena mereka lebih jauh mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, gugatan hukum (termasuk pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana, serta pengawasan peradilan pidana.
2.1.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia
Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;
1. A quality before the law (semua orang sama di depan hukum)
1. Persumption of innonce (Praduga tidak bersalah)
1. Gantu kerugian (Restitusi) dan rehabilitasii
1. Mendapatkan Bnatuan Hukum
1. Terdakwa hadir disidang pengadilan
1. Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan
1. Terbuka utnuk umum
1. Dll.[footnoteRef:22] [22:  Yesmil anwar dan Adang, 2009,Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60] 

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah Menurutnya “hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yakni;
1. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan 
1. Asas praduga tidak bersalah
1. Asas oportuniti;
1. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
1. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
1. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
1. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
1. Asas akusator dan inkisitor; dan
1. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”.[footnoteRef:23]. [23:  Op Cit Andi Hamzah, 2000] 

Prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wirdjono Proadjodikoromenyatakan tujuh (7) prinsip dalam penegakan hukum pidana formil yaitu:
Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh wirjono Prodjodikoro yaitu “paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:
0. Jaksa selaku penuntutn umum
0. Prinsip Oportunitas yaitu kejaksaan satu-satunya sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan
0. Adanya pemeriksaan permualaan dan pemeriksaan didepan majelis hakim
0. Pemeriksan terbuka untuk umum kecuali ditetapkan lain seperti kasus asusila dan perkara anak
0. Pemeriksan dilakukan dengan lisan dan langsung
0. Peradilan pidana dijalnkan oleh petugas yang memiliki keahlian dibidang hukum
0. System jury.
Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan wiriono Prodjodikoro
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.
2.2.1 Pengertian Tindak  Pidana.
	Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa strafbaar feit atau delict merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit. Misalnya :[footnoteRef:24] [24: Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “HukumPidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia halaman:04] 

· Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata strafbaar feit atau delict. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
· Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata strafbaar feit . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana
· Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunkan kata pelanggran pidana untuk mengartikan delik.
Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa :
Strafbaar feit sebagai wederrechtelijk atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan  dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh sesorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan Strafbaar feitadalah :
sebagai pelanggran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap  ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..[footnoteRef:25] [25:  Ibid hal 06] 


	Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulakn bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dariistilah bahasa belanda yaitu strafbaar feit/delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.


2.2.2 Unsur Tindak Pidana.
	Simons memebrikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:
1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang 
2. strafbaar gested (adanya sanksi pidana)
3. onrechtmaatig atau adanya perbuatan melawan hukum
4. met schuld in verabnd stand (adanya kesalahan) dan  toereningsvatoaar (dan dapat dipertanggungjawabkan)[footnoteRef:26] [26:  Ibid hal 10-12] 

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana
Unsur-usnur Obyektif  yaitu;
1. Adanya act atauPerbuatan 
1. Adanya kaibat dari perbuatan itu
1. Tentang penyertaan sebgai contoh dalam pasl 281 KUHP yang sifatnya openbaar
Unsur-usnur  Subyektif :
1. Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
1. Memenuhi unsur kesalahan(opzet dan culpa)
1. Perbuatannya harus diikutim oleh kesalaham dalam diri si pembuat.
Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :
1. Adanya Perbuatan manusia 
1. Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
1. Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana  dalam pandangan mnoeljatno adalah :
1. Akibat dari perbuatan
1. Keadaan-keadaan yang mneyertai perbuatan.
2.3 Tinjauan Umum tentang Anak
2.3.1.Pengertian Anak
Anak  (jamak: anak-anak) merupakan seorang  lelaki  atau  perempuan yang belum  dewasa  atau belum mengalami masa  puberitas.  Anak  juga ialah  keturunan  kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari  orang tua, orang  dewasa  adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode pekembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.
Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah  pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.
Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:
1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.
1. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
a.    Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
b.    Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
c.  Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)
1. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 
1. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum  dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
1. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
1. Menurut Pasal 1 angka (5)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak dalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bagsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.
Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 
(1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 
(2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
1)  penyebarluasan dan  sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
2)  pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
2.4 Kekerasan Seksual
2.4.1 Pengertian Kekerasan seksual
Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya pelaku Kejahatan disebut sebagai penjahat.Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatanyang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.
Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.
Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-hentinya.Walupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetap yang namanya kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan  atau causa kejahatan, ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, di situ mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau  deviance  akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat.



2.4.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP
Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan  cabul berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan).
Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:
“	Perbuatan cabul ialah  segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.
Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:
1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luarperkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnybelum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
1. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.
2.4.3	Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 35tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.Perilaku seksual terhadap anak (seksual abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaraan anak. Apabila penelantaraan anak dengan segala ekses-eksesnya tidak  segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan.Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak.
2.4.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia.Kehidupan anak secara mutlak membutuhkanperhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.
Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan.Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak.Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.  Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hokum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:
1. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
1. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
1) Ketentuan hukum perdata (regles van givilrecht)
2) Ketentuan hukum pidana (regles van stafredit)
3) Ketentuan hukum acara (regles van telijkeregels).
Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.
Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
a. Menjaga Kesopanan Anak
Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan,gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan.Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan purno atau alat-alat kontrasepsi.
b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.
c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak
Hal ini diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijekaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.Pasal 294 tentang larangan orang berubat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.
Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
Pasal 59
“	Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal 64
“	(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hokum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak kroban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hokum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. 	Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. 	Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c.	Penyediaan sarana dan prasaana khusus;
d.	Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. 	Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. 	Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. 	Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.















2.5 Kerangka Pikir
DASAR HUKUM
· UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual
Upaya Meminimalisasi kekerasan seksual anak:
1. Upaya preventi
1. upaya represif

Bentuk –bentuk Perlindungan hukum
1. Penanagan psikis, fisik dan social
1. Memberikan Konsultasi Dan Pendampingan Terhadap Korban
1. Pendampingan pada setiap proses peradilan


















Terwujudnya perlindugan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual

	


2.6 Definsi Operasional
1. Anak  (jamak: anak-anak) adalah seorang  lelaki  atau  perempuanyang belum  dewasa  atau belum mengalami masa  pubertas.  Anak  juga merupakan  keturunan  kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari  orang tua, orang  dewasa  adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
2. kekerasan seskusal sendiri diartikan bahwa suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seskusal baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial..
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.







BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
	Cara untuk mengetahui Suatu jenis penelitian adalah dengan merujuk pada tematik penelitian, dan permasalhan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Maka dalam penelitian ini calon peneliti mengangkat sebuah judul usulan penelitian dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Polres Limboto” Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (dependent Variable), maka metode peneltian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode emperis.[footnoteRef:27]Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalhan penelitian.Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (field research).[footnoteRef:28] [27: Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”MetodePenelitianHukum”CV SocialPolitic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8]  [28:  Ibid] 

3.2 Obyek Penelitian
Dalam usulan penelitian yang dijaukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Pertimbangan jaksa dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah Umur yang menjadi Korban Kekerasan Seksual.
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalhannya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.[footnoteRef:29] [29: Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170] 

Lokasi penelitian ini adalah Polres Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polres gorontalo.
3.4 Populasi dan Sampel
3.4.1 Populasi
	Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.[footnoteRef:30] Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah penyidik PPA Polres Gorontalo [30:  Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188] 

3.4.2 Sampel
Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 3 penyidik kepolisian Polres Gorontalo
3.5 Jenis dan Sumber data
3.5.1 Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut
3.5.2 Studi Lapangan
Studi Lapangan dialkukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalhan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.
3.6 Tehnik Pengumpulan data
3.6.1 Teknik Observasi
Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.
3.6.2 Teknik Wawancara
Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalamhal pengumpulandata-data dan informasi yangberkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.


3.7 Teknik Analisis Data
Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelasiaan penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriftif analisis.
.



























BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Sistem hukum pidana telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui undang-undang. Undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual,yaitu melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
· Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak
1) Pasal 59A mengenai perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :
a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis,dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
2) Pasal 67 B mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografimelalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik danmental yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.37

3) Pasal 69 A mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukanmelalui upaya:
a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b) Rehabilitasi sosial;
c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulaidari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

· Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 TentangPerlindungan Saksi dan Korban
1) Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban termasuk saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasukpula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkarapidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri,sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana dalam kasus tertentusesuai dengan keputusan LPSK:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungankeamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d.  mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat tempat kediaman sementara;
l. mendapat tempat kediaman baru;
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindunganberakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan.
2) Pasal 6 mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidanaterorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan,korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat,selainmendapatlkan hak yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan (Pasal6):
a) bantuan medis; dan
b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
3) Pasal 10 mengenai saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntutsecara hukum kecuali laporan atau kesaksisan yang diberikan tidak dengan iktikad baik.apabila terdapat penuntutan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tuntutantersebut wajib ditunda hingga kasus yang diberi kesaksian diputus oleh pengadilan danmemperoleh kekuatan hukum tetap

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Perlindungan hukum adalah semua kekuatan upaya sadar yang dilakukan oleh semua orangmasyarakat dan instansi pemerintah, bahkan swasta untuk memastikan, mengontrol dan melaksanakankesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusiayang ada.
Kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kejahatan. Dalam kajian tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa kejahatan tidak ada tanpa adanya korban, sehingga ia dapat menjadi partisipan utama dalam korban, ada juga kejahatan tanpa korban, namun disisi lain harus didefinisikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Misalnya, kecanduan narkoba, judi dan aborsi yang menambah daftar korban
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Gorontalo mengenai korban kekerasan seksual terhadap anak, terdapat jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kab.Gorontalo, relasi antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban, penyelesaian kasus, Laporan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kab.Gorontalo.berikut penulis paparkan dalam bentuk table.
Tabel 1:
Laporan Data Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Gorontalo 2019


	No
	Bulan
	No.Laporan
	Nama Korban
(Inisial)
	Nama Tersangka (Inisial)
	Hubungan Korban Dan Pelaku

	1
	Januari
	LP/10/1/2019/Rgk 05 januari 2019
	ND 16 Thn
	RT 25 thn
	Tidak Ada

	
	
	LP/34/1/2019/Rgk 19 januari 2019
	NM 14 Thn
	AF  26 Thn
	Tidak Ada

	
	
	LP/37/1/2019/Rgk 20 januari 2019
	SU 17 Thn
	HE 19 Thn
	Pacaran

	2
	Februari
	LP/143/II/2019/Rgk 29 Februari 2019
	ME 18 Thn
	FK 20 Thn
	Pacaran

	3
	Maret
	LP/163/III/2019/Rgk 07 Maret 2019
	SB 18 Thn
	TP 35 Thn
	Ayah Kandung

	4
	Mei
	LP/365/V/2019/Rgk 16 MeI 2019
	YD 18 Thn
	AL 21 Thn
	Pacaran

	
	
	LP/388/V/2019/Rgk 23 MeI 2019
	NR 10 Thn
	MRB 48 Thn
	Tetangga

	5
	Juli
	LP/535/VII/2019/Rgk 15 Juli 2019
	MT 15 Thn
	RA 27 Thn
	Tidak Ada

	
	
	LP/547/VII/2019/Rgk 18 Juli 2019
	EL 15 Thn
	BS 27 Thn
	Tidak Ada

	6
	September
	LP/641/IX/2019/Rgk 01 Sept 2019
	NP 18 Thn
	MT 25 Thn
	Pacaran

	
	
	LP/656/IX/2019/Rgk 06 Sept 2019
	IM 14 Thn
	RS 40
	Tetangga

	
	
	LP/675/IX/2019/Rgk 16 Sept 2019
	Y 17 Thn
	JI 30 Thn
	Tidak Ada

	7
	Oktober
	LP/752/X/2019/Rgk 13 Oktober 2019
	U 16 Thn
	TU 56 Thn
	Ayah Kandung

	8
	November
	LP/787/XI/2019/Rgk 02 November 2019
	R 16 Thn
	DR
	Tidak Ada

	
	
	LP/795/XI/2019/Rgk 10 November 2019
	ST 5 Thn
	AP 55 Thn
	Tetangga

	9
	Desember
	LP/912/XII/2016/Rgk 20 Desember 2019
	RR 8 Thn
	ES
	Tetangga


(Sumber Data ;Unit PPA Polres Gorontalo)
Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa ditahun 2019 Korban Kekerasan seksual terhadap anak yang paling tinggi yang berkaitan dengan hubungan pelaku dan korban adalah mereka  yang sama sekali tidak ada hubungan yang berjumlah6 Kasus, 4 kasus karna hubungan pelaku dan korban adalah tetangga, 4 kasus karna hubungan pelaku dan korban menjalin hubungan asmara (pacaran) dan 2 kasus karena hubungan pelaku dan korban adalah ayah dan anak. Inimenunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak tidak memandang siapa yang akan menjadi pelaku kekerasan seksual contohnya seorang ayah kandung sendiri yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak padahal ayah adalah orang terdekat dengan anak, orang yang pertama yang bertanggungjawab terhadap masa depan anak, belum lagi yang lain bahkan yang sama sekali tidak ada hubungan korban dengan pelaku.

Tabel 2:
Laporan Data Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Gorontalo 2020


	No
	Bulan
	No.Laporan
	Nama Korban
(Inisial)
	Nama Tersangka (Inisial)
	Hubungan Korban Dan Pelaku

	1
	Januari
	LP/07/1/2017/Rgk 01 januari 2017
	FU 17 Thn
	AM 21 thn
	Pacaran

	
	
	LP/11/1/2017/Rgk 04 januari 2016
	SL 15 Thn
	KI  31 Thn
	Tidak Ada

	
	
	LP/23/1/2017/Rgk 07 januari 2017
	D 17 Thn
	RP 19 Thn
	Pacaran

	2

	Maret
	LP/65/III/2017/Rgk 02 Maret 2017
	HI 18 Thn
	BI 20 Thn
	Pacaran

	
	
	LP/71/III/2017/Rgk 31 Maret 2017
	ATR 16 Thn
	JI 35 Thn
	Paman Korban

	
	
	LP/74/III/2017/Rgk 35 Maret 2017
	SI 12 Thn 
	TP 17 Thn
	Pacaran

	4
	Juni
	LP/211/VI/2017/Rgk 16 juni 2017
	NN 18 Thn
	SD 29 Thn
	Tetangga

	5
	Juli
	LP/332/VII/2017/Rgk 43 Juli 2017
	FK 15 Thn
	AL 37 Thn
	Tidak Ada

	6
	Agustus
	LP/512/VIII/2017/Rgk 07Agus 2017
	SRA 14 Thn
	H 29 Thn
	Tidak Ada

	
	
	LP/554/VIII/2017/Rgk 17Agus 2017
	MR 17 Thn
	AA 19 THN
	Pacaran

	7
	Oktober
	LP/611/X/2017/Rgk 01 Oktober 2017
	W 18 Thn
	PL25 Thn
	Pacaran

	
	
	LP/621/X/2017/Rgk 04 Oktober 2017
	YD 16 Tahun
	41
	Tidak Ada


(Sumber Data ;Unit PPA Polres Gorontalo)
Dari table diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 angka kekerasan seksual terhadap anak menurun dibandingkan dengan tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 rata-rata korban pencabulan terhadap anak terjadi akaibat memiliki hubungan dengan pelaku yaitu pacaran. Dari 12 kasus 6 kasus akibat memiliki hubungan denga pelaku
Dalam  pasal 1 angka 8 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemeberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksankan oleh lemabga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.”
Konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, setidaknya memuat asas-asas hukum yaitu :
1. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya perlindungan korban tindak pidana tidak hanya pada korban tetapi juga memperhatikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana.
2. Asas Manfaat, Perlindungan terhadap Korban tidak semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan bagi korban tindak pidana, akan tetapi bagmana perlindungan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. Asas Keseimbangan, Tujuan Hukum disamping keadilan dan kemanfaatan juga terhadap pemulihan keseimbngan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitution in integrum).
4. Kepastian Hukum, asas ini sebagai pijakan dasar bagi aparat penegak hukum saat melaksankan tugas dan fungsinya dalam upaya memberikan perlindungan hukum  pada korban tindak pidana.


Secara teoritis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugiaan yang diderita oleh korban, berikut :
1. Pemberian restitusi dan Kompensasi.
Konpensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
2. Konseling.
Umumnya perlindungan ini diebrikan kepada korban sebagai akibat dari timbulnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban yang mengalami taruma berkepanjangan, sperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan, salah satunya adalah pecabulan, perkosaan, kekerassan seksual dan lain-lain. Yang mana kerap mendapatkan pengucilan  dari masyarakat sekitarnya
3. Pelayanan/Bantuan Medis
Bentuk Perlindungan ini diberikan kepada korban atas penderitaan secara fisik yang dialami korban akaibat dari tindak pidana. Pelayanan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum et repertum). Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang lebih buruk terhadap korban akibat tindak pidana, sementara laporan tertulis diperuntukkan sebagai keterangan medis yang memuat kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti dimana keterangan ini juga dapat diajadikan sebagai bukti untuk melaporkan tindak pidana yang menimpanya. 
4. Bantuan Hukum
Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana untuk memenuhi hak-hak korban.
5. Pemberian informasi
Pemberian ionformasi ini juga sangat berkontribusi dalam menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum, karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan dengan optimal.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan,  baik melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memahami maupun melalui studi pustaka serta mengamati fenomena yang terjadi khususnya di Kab.Gorontalo mengenai masalah kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu, penulis mengemukakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Gorontalo terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu :
4.1.1 Penanganan Fisik, Psikis dan Sosial
Kekerasan terhadap anak akan mempunyai dampak. Dampak yang muncul akibat dari kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami.Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya.Anak menjadi pendiam, berusaha menjadi baik sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan fisik.
Namun bagi beberapa yang lain dapat menjadi agresif, memperlihatkan perilaku yang bermasalah dan bertentangan dengan orang dewasa. Perilaku agresif ini sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak-anak dari kekerasan orang lain. Perilaku agresif ini menjadi bagian dari anak-anak belajar dalam “social learning” karena orang dewasa telah menjadi model bahwa agresi dan kekerasan adalah cara untuk menghadapi dunia.
Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi bahwa perilaku kekerasan orang dewasa merupakan respon yang perlu dilakukan terhadap “anak nakal”
Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Hal ini disebabkan anak-anak akan menghabiskan perhatian dan energinya untuk menghadapi situasi yang dihadapinya.
Olehnya karena itu dalam pasal 59A Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan tegas mneyebutkan beberapa bentuk perlindungan hukum yang utama dan wajib diberikan kepada anak diantaranya adalah pemeberian perlidnungan secara fisik, secara psikis dan sosial. Ketiga bentuk diatas sangatlah dibutuhkan oleh anak.
a) Penanganan Secara Fisik
Polres Gorontalo dalam menghadapi kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual langsung ber koordinasi dengan instansi atau badan lain yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak, mislanya adalah Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo atau P2TP2A atau lembaga-lembaga yang lain. sehingga kebutuhan-kebutuhan anak korban dapat terlayani dengan cepat. Misalnya jika anak korban mendapatkan perlakuan secara fisik sehingga menyebabkan luka atau derita fisik pada anak maka dengan cepat akan di dampingi oleh Dinas PPPA atau P2TP2A untuk dilakukan pemeriksaan fisik dirumah sakit terdekat.
Berikut wawancara penulis terhadap salah satu pihak P2TP2A Kab.Gorontalo Sri Dewi Nani mengatakan bahwa:
Tindakan perlindungan yang cepat terhadap anak korban sangatlah penting apalagi kekerasan tersebut membawa dampak fisik pada anak, karena fisik dapat berpengaruh terhadap psikis yang kemungkinan dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan dan pelajaran anak. Anak yang mengalami dampak yang terlihat secara langsung seperti adanya luka.Maupun dampak secara tidak langsung seperti sikap atau perilaku anak yang berbeda karena gangguan pada mentalnya biasanya kami langsung mendampingi untuk mendaptkan pelayanan kesehatan.Pelayanan kesehatan yang diberikan seperti pengobatan di rumah sakit terdekat.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hemat penulis penanganan fisik terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan kesejahteraan anak secara menyeluruh.Seharusnya Kepolisian dan lembaga P2TP2A lebih memaksimalkan perannya dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban terutama menjaga privasi dan memberikan rasa aman Anak korban kekerasan seksual perlu merasa aman dan terlindungi saat melakukan pemeriksaan fisik.Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan anak dalam ruangan yang nyaman dan tenang, serta memberikan pengawasan dan pendampingan oleh orang yang dipercayainya.Kemudian memeriksa luka dan memastikan keadaan fisik anak Dokter atau petugas kesehatan harus melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan tidak ada luka atau cedera yang serius akibat kekerasan seksual.Jika ditemukan luka atau cedera, dokter harus memberikan perawatan yang tepat untuk memastikan kesembuhan anak.Selain itu Anak korban kekerasan seksual harus diberikan pengobatan untuk mencegah terjadinya infeksi atau penyakit menular seksual setidaknya anak diberikan vaksinasi sesuai dengan usianya.Melakukan tes laboratorium Tes laboratorium seperti tes HIV, hepatitis B dan C, dan tes penyakit menular seksual lainnya harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak tidak terinfeksi.



b) Penanganan secara Psikis
Tindakan kekerasan baik fisik, seksual, ataupun psikis yang dialami anak-anak sesungguhnya adalah perilaku yang senantiasa akan memiliki dampak psikis.
Kekerasan yang berdampak psikis yang terjadi pada anak hanya bisa diketahui jenisnya dari dampak psikis yang dirasakan oleh tiap anak, karena kemampuan anak dalam menghadapi tindak kekerasan yang pernah dialami oleh dirinya berbeda-beda. Ada anak yang dapat menangani dampak kekerasan dengan lebih cepat dibandingkan dengan anak lain, ada pula yang merasakan trauma yang tidak bisa disembuhkan bahkan hingga anak tersebut menjadi dewasa. 
Upaya perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan yang berdampak psikis yaitu dengan memberikan rehabilitasi kepada anak baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang beregerak dibidang perlindungan anak. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius seperti trauma atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal.
Berikut wawancara penulis dengan Sri Dewi Nani mengatakan bahwa:
Anak korban kekerasan seksual sering merasa kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak berharga.Meningkatkan rasa percaya diri dengan memberikan penghargaan, mengakui keberhasilan, dan memberikan pengalaman positif dapat membantu anak untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hemat penulis penanganan psikis yang dilakukan oleh P2TP2A pada dasarnya sudah baik hanya saja tidak optimal mestinya anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan penanganan yang komprehensif, Anak korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan dan hubungan yang aman dari orang dewasa yang dipercayainya.Orang dewasa tersebut dapat menjadi teman, guru, keluarga, atau terapis yang siap mendengarkan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak.Selain itu melakukan terapi terhadap anak.Terapi dilakukan sebagai bentuk penanganan secara psikis yang sangat penting bagi anak korban kekerasan seksual.Terapis dapat membantu anak untuk memahami dan mengatasi trauma yang dialaminya serta membantunya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk bertahan hidup.Selain itu Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk membantu anak korban kekerasan seksual merasa aman dan terlindungi. Keluarga dan masyarakat dapat memberikan dukungan moral, material, dan sosial kepada anak serta membantu anak dalam proses pemulihan dan rehabilitasi.
Penanganan secara psikis terhadap anak korban kekerasan seksual membutuhkan kesabaran, pengertian, dan keahlian khusus dalam memahami dan mengatasi trauma yang dialami oleh anak.Penting untuk menghargai pengalaman anak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak dapat mengatasi trauma dan memulihkan diri secara efektif.

4.1.2 Memberikan Konsultasi dan Pendampingan Terhadap Korban
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan kekerasan fisik, psikis, sosial, seksual yang dilakukan secara sengaja atau tidak oleh orang lain. Masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual sebagian besar bertepatan dengan penegakan hukum pada umumnya.Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat (tingkat kesadaran hukum) dan budaya dalam masyarakat itu sendiri.
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Gorontalo menjelaskan bahwa:
“	Dalam masalah perkara anak Polres Gorontalo membangun jaringan antar lembaga, jadi lembaga ini tidak bisa sendiri, misalnya anak korban kekerasan seksual butuh psikologi, kami rujuk ke psikolog, padahal Lembaga Perlindungan Anak juga punya psikolog, kalau jadi korban kekerasan seksual dan anak tersebut sudah ada di SD dan SMA, kami libatkan mereka dalam forum anak, tempat diadakannya diskusi anak agar mereka bisa lepas dari trauma. Ada juga yang disebut sosialisasi perlindungan anak di bagian PPA ini”

Perlindungan yang diberikan oleh Polres Gorontalo sejalan dengan perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 59A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Kemudian dalam Pasal 69 A menyebutkan “perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksualsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 (2) (j)dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Lembaga P2TP2A Dan PPA adalah lembaga yang berdiri sendiri yang sifatnya berjejaring dengan instansi lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lembaga P2TP2A maupun Unit PPA Polres Gorontalo ini tidak dapat memaksimalkan program kerjanya tanpa bantuan dari instansi yang bergerak dibidangnya seperti aparatur penegak hukum, rumah sakit dan instansi berkaitan dengan penanganan masalah anak.
Pada dasarnya Unit PPA Polres Gorontalo ini telah berupaya untuk memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual itu terlihat darikoordinasi yang terus dibangun Unit PPA dengan lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di Kab.Gorontalo, membantu korban untuk mendapatkan pengobatan secara psikis, memberikan pendampingan hukum dan pemantauan,  memberikan pressure terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Melakukan diseminasi dan kampanye tentang kekerasan seksual pada anak serta berjejaring dengan lembaga lembaga lain. Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, memberikan bantuan hukum, perlindungan dan membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak, serta memantau perkembangan anak setelah penyelesaian masalah.
4.1.3 Pendampingan  Pada Setiap Proses Peradilan
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu ;
“ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”
Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak korban berada dalam statussebagai  saksikorban sehingga Anak Korban memerlukan perlindungan dari berbagai pihak sebagimana amanah dari undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesaksian Anak diatur secara khusus dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, kesaksian seorang anak dapat memberikan keterangan dihadapan persidangan dengan syarat batasan umur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
Pelibatan anak korban dalam proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan menjadi perhatian khusus untuk semua pihak, anak korban yang memberikan kesaksiannya wajib mendapatkan pendampingan. Pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :
“ (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”

Namun dalam hal pemeriksaandi pengadilan dibuthkan keterangan anak korban Undang-Undang SPPA telah memberikan kemudahan bagi anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat ataupemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA)
Tentang proses perlindungan hukumkejahatan seksual terhadap anak dilakukan atas dasar peraturan hukum yang ada. Salah satu Anggota penyidik PPA Polres Gorontalo mengatakan:
Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilakukan sesuai dengan aturanundang-undang. Dalam proses implementasi melibatkan berbagai pihak. Anak-anak korban kekerasan seksual mendapatkan semua hak-haknya dan perlindungan sesuai kebutuhan anak korban.
lebih lajut dalam wawancara di atas, menurutnya selaku anggota penyidik PPA Polres Gorontalo disebutkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual meliputi:
a) Identitas korban dirahasiakan.
b) Saat diinterogasi, korban tidak langsung dibawa ke kantor polisi, melainkan langsung masuk ke rumahnya.
c) Perawatan medis, dalam hal ini polisi, mendampingi korban untuk melakukan Visum Et Repertum.
d) Anak-anak korban kejahatan seksual mendapatkan semua bentuk-bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhannya
Wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Gorontalo, beliau mengatakan Selain melindungi hak anak dari ancaman dan rasa takut serta melindungi psikis anak Lembaga ini juga memantau pelaksanaan persidangan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan cara mendampingi anak pada saat persidangan, menjaga kerahasian anak, selain itu polres gorontalojuga bekerjasama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) agar anak yang mejadi korban kekerasan seksual memperoleh pembelaan pada saat persidangan.
4.2	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Polres Gorontalo dalam Meminimalisasi terjadinya Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Usaha pencegahan kejahatan adalah usaha bersama dan dimulai sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial.Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya.Usaha penanggulangan kejahatan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.
Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan Kekerasan Seksualtidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui. Sebab pada dasarnya kejahatan itu  akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimilki oleh maunusia. Akan tetapi dalam menekan angka  kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak khususnya yang dapat dilakukan di Kabupaten Gorontaloadalah  dengan melakukan upaya-upaya  pencegahan dan penanggulangan kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu,  penanganan terhadap suatu kejahatan  yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan secara berkesimanbungan dan berkelanjutan.  Berikut upaya-upaya yang  telah  dilakukan  dalam penanggulangan kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak di Kab. Gorontalo yang dibagi menjadi tiga yaitu:
4.2.1 Upaya Preventif
Upaya preventif adalah upaya yang  dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban. Adapun upaya-upaya tersebut adalah:
a) Melakukan koordianasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak  pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anakdi bawah umur. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadapanak di bawah umur. Pihak-pihak terkait ini diantaranya adalah sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak.
b) Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Adnan Tandi  mengatakan bahwa dalam hal ini unit yang bertugas adalah Satuan Binamitra. Penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memperlancar dam mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam melaksanakan pekerjaannya polisi sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat secara langsung.
c) Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempatyang rawan terjadinya tindak pidana. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain di tempat-tempat hiburan yang ditengarai merupakan tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.  
d) Melakukan penggrebekan terhadap tempat-tempat hiburan malam, lokasi-lokasi yang rawan dijadikan tempat mesum, taman-taman kota, tempat wisata dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena salah satu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah karena  pergaulan yang sangat bebas. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mencegahatau minimal mengurangi angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.
Dalam upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan  institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Upaya prevetif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidanan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orangtua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya.
Dalam upaya Preventif tidak memakai sarana pidana, akan tetapi berupaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat terpadu dan upaya penanggulangan ini lebih bersifat sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan.  Menyadari semakin banyaknya permasalahan hidup sekarang ini, sepatutnya anak remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya membenahi diri danmengembangkan nilai-nilai positif untuk masa depan.  Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan.Faktor-faktor kondusif yang dimaksud dalam hal ini antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut upaya ini didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
Usaha-usaha pencegahan lain yaitu :
1. Upaya dari pihak kepolisianPihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peratuan mengenai kejahatan tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak AIPTU Amran T UPPA Polres Gorontalo, mengatakan bahwa ;
“Polres Gorontalo memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada mayarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Untuk kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak, sering dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA mengenai bagaimana  perlindungan hukum yang diberikan kepada anak. Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari seks bebas bagi anak usia remaja, dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana  yang  melanggar norma kesusilaan.”
2. Upaya dari masyarakatdalam hal ini ialah menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan rasa kepedulian terhadap anggota masyarakat lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.  Upaya yang telah dilakukan  para tokoh masyarakat bersama warganya  ialah  menumbuhkan rasakepedulian untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam lingkungan, dengan mengadakan jaga malam bergilir oleh warga atau ronda keliling untuk menjaga  lingkungan dari hal-hal yang tidak di inginkan dalam hal ini mencegah warga dari perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengadakan kerja bakti warga di lingkungan agar warga saling mengenal dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan  sebab antar warga saling mengenal dan menjaga maka akan  lebih peka dan peduli  serta  tidak acuh dan cuek ketika melihat anak yang kemungkinan dapat menjadi korban Kekerasan Seksual atau perbuatan asusila lainnya. 
3. Upaya dari orang tua/keluarga memiliki andil dalam hal pencegahan,  dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Gorontalo dilakukan mulai dari lingkup keluarga kecil yang akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga yang dilakukan berupa  memberikan perhatian, kasih sayang, dan kontrol yang baik terhadap sikap dan perilaku anak  sebab telah  menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga  agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal diluar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapan mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan Kekerasan Seksualterhadap anak.
4.2.2 Upaya Represif
Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas terjadinya suatu tindak pidana.Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota adalah:
a) Menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur misalnya UUPA. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penerapan pasal dengan tujuan agarpelaku tidak lepas dari jeratan hukum.
b) Kepada saksi dilakukan pemanggilan secara resmi yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHAP, yaitu:  “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang yang untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.”Apabila saksi menolak untuk datang memenuhi panggilan dengan alasan yang bisa diterima oleh penyidik, maka  penyidik akan mendatangi saksi ke rumahnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara langsung di rumahnya. Akan tetapi apabila saksi memang pada dasarnya sengaja tidak mau hadir memenuhi panggilan, maka saksi tersebut dapat dikenai ancaman Pasal 224 KUHP, yaitu:
Pada pelaksanaan upaya penanggulangan jenis represif ini yang dilakukan Polres Gorontalo adalah jenis  treatmen atau perlakuan yaitu mengenai sanksipidana. Sedangkan untuk  punishment  atau penghukuman sudah bukan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian melainkan tugas hakim pengadilan.
Berdasarkan  wawancara dengan  Kanit Reskrim Polres Gorontalo. dalam hal upaya polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Gorontalo diantaranya yaitu:
a) Untuk penempatan korban mengenai rumah aman, masih diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun rumah aman 
b)  Menambah jumlah personil Polres Gorontalo, khususnya untuk Unit PPA. Mengingat jumlah petugas yang menangani tindak pidana  pencabulan terhadap anak masih kurang terutama petugas polisi wanita yang hanya satu orang
Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku Pencabulan Terhadap Anak untuk memberikanefek jera.Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu,  Hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang memutus perkara kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di  Kab Gorontalo telah berupaya memberikan  putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi hukum bagi pelaku kejahatan Pencabulan Terhadap Anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat  memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.
Majelis hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili beberapa kasus kejahatan Pencabulan Terhadap Anak juga telah melakukan upara represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru.
Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku Kekerasan Seksual anak diharpakan dapat memberikanefek jera.Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu,  Hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang memutus perkara kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di  Kabupaten Gorontalo telah berupaya memberikan  putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi hukum bagi pelaku kejahatan Kekerasan Seksuaal terhadap anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat  memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.
Majelis hakim di Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili beberapa kasus kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak juga telah melakukan upara represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun pelaku-pelaku yang baru.
























BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Unit PPA Polres Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada 2 bentuk yaitu Memberikan Konsultasi Dan Pendampingan Terhadap Korban dan Pemberian perlindungan dan pendampingan  pada setiap proses peradilan, Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang N0.35 tahun 2014 bahwa Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
2. Upaya penanggulangan kejahatan khususnya Kekerasan Seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo,adalah;pertama ,Upaya Preventif yaitu Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan akan pentingnya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana percabulan dan dampak hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana percabulan. Dan memberikan kesadaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak untuk menghindari dari terjadinya tindak pidana percabulan yang bisa menimpa mereka.yangKedua,Upaya Refresif yaitu Memberikan hukuman yang sesuai sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana percabulan. 
5.2 Saran
1. Diharapkan Agar Unit PPA Polres Gorontalotetap mempertahankan kinerjanya agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat perlindungan yang secara efektif dan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.
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